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PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
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DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

bahwa sehubungan dengan masih perlunya penyempurnaan
dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam
dan Batuan, maka perlu dilakukan perubahan atas Peraturan
Wali Kota Nomor 49 Tahun i i

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota
Sawahlunto tentang Perubahan Atas Peraturan Wali Kota
Nomor 49 Tahun 2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pajak

Mineral Bukan Logam dan Batuan;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi
Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1956 Nomor 19);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan
Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3262), yang telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan

v

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);



Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan
Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 368) yang telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan
Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3987);
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan
Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002
Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4189);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286), vang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355), vang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi
Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6736);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014,
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
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(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67D57);
Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II
Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II
Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata
Cara Penyitaan dalam Rangka Penagihan Pajak dengan Surat
Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 247);

Peraturan Pemerintah Nomor 137 Tahun 2000 tentang Tempat
dan ‘Tata Cara Penyanderaan, Rehabilitasi Nama Baik
Penanggung Pajak, dan Pemberian Ganti Rugi dalam Rangka
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, (Lembaran Negara
Republik  Indonesia Tahun 2000 Nomor 249, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4051);

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lemnbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indoncsia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

Peraturan Dacrah Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2011
tentang Pajak Dacrah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto
Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Sawahlunto Nomor 1) yang telah diubah dengan Peraturan
Dacrali Kota Sawahlunto Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 1

Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kota
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Sawahlunto Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran

Daerah Kota Sawahlunto Nomor 23);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PLERATURAN WAL KOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS

PERATURAN WALI KOTA NOMOR 49 TAHUN 2021 TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM
DAN BATUAN.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Wali Kota Nomor 49 Tahun 2021 tentang

Petunjuk Pelaksanaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (Berita Daerah

Kota Sawahlunto Tahun 2021 Nomor 49) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut

(1)

Pasal 14

Tata cara pemungutan Pajak dilakukan dengan :

a. sistem pelaporan;

b. sistem pemungutan di jalan; dan

¢c. sistem wajib pungut.

Sistem pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, adalah

sebagaimana berikut:

a. wajib pajak mengisi SPTPD;

b. wajib pajak membayar sendiri SPTPD yang akan digunakan sebagai
dasar pengenaan Pajak yang terutang ke BPKAD;

c. berdasarkan SPTPD, BPKAD menetapkan SKPD untuk dilakukan
pembayaran ke kas daerah sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;

d. bagi wajib pajak yang tidak mengisi SPTPD, maka Kepala BPKAD dapat
menetapkan besarnya Pajak yang terutang secara jabatan; dan

e. wajib pajak scbagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) melakukan
pembayaran berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud huruf a,
huruf b, huruf ¢, dan huruf d.

Sistem pemungutan di jalan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b,

adalah sebagai berikut:

a. Wajib Pajak melakukan pembayaran Pajak di lokasi penambangan

bahan galian Mineral Bukan Logam dan Batuan dan diberikan bukti

J

pembayaran olch petugas yang ditunjuk oleh Kepala BPKAD;



b. tanda bukti pembayaran disampaikan kepada pembeli atau pengangkut
sebagai tanda bukti pecmbayaran Pajak untuk ditunjukkan kepada
petugas pemungut di jalan;

c. apabila pembeli atau pengangkut tidak dapat menunjukkan tanda bukti
pembayaran Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan , maka pembeli
atau penganglkut merupakan Wajib Pajak dan dipungut Pajak pada saat
1ty

d. petugas pemungut di jalan akan memberikan tanda/paraf pada tanda
bukti pembayaran Pajak yang ditunjukkan oleh pembeli atau
penggangkut schagal bentuk monitoring; dan

e. tempat pemungutan Pajak dengan sistem pemungutan di jalan
ditetapken dengan Keputusan Walikota.

(4) Sistem Wajib Pungut sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf ¢, adalah
sebagai berikut:
a. dilakukan di BPKAD;
b. dilakukan kepada Wajib Pajak yang mendapatkan pekerjaan fisik di
lingkungan Pemerintah Dacrah yang dibiayai dengan APBD;
c. setiap wajib pajak vang tidak dapat menunjukkan tanda bukti
pembayaran Pejak dikenakan Pajak dengan ketentuan sebagai berikut;
1. wajib pajak yang melakukan pembayaran menyerahkan fotokopi
Rencana Anggaran Biava atau addendum dari kontrak yang akan
dihitung;

9. berdasarkan Rencana Anggaran Biaya dari kontrak atau addendum
dimaksud. BPKAD menectapkan jumlah Pajak terutang;

3. pembayaran Pajak terhutang dilakukan langsung kepada Bendahara
Penerimaan/ ke kas dacrah;

4. tanda bukti pembayaran disampaikan ke bendahara penerimaan

pada BPKAD; dan

SJI

pembayaran Pajak dengan sistem waijib pungut dapat dilakukan sesuai

dengan tarmijn/tagihan yang ditetapkan dalam kontrak atau dapat
g yang P P

9. Ketentuan Pasal 16 di ubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 16

Bentuk, isi dan tata cara pengisian SPTPD, SKPDKB, SKPDKBT, SSPD atau

dokumen lain yang dipcrsamakan lercantuml dalam Lampiran yang merupakan

Y

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali kota ini.



Pasal Il

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan

Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal ®0 Junif2022
WALI KOTA SAWAHLUNTO,

ERI ASTA
Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 30 Juni 2022
SEKRETARIS W KOTA SAWAHLUNTO
AMBUN KADRI
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BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2022 NOMOR..."......



LAMPIRAN

PERATURAN WALI KOTA SAWAHLUNTO

NOMOR #® TAHUN 2022

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PAJAK MINERAL BUKAN
LOGAM DAN BATUAN

A. Bentuk Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)

et PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO
@ BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
N Jalan Soekarno - Hatta No. 3 Sawahlunto Kode Pos 27424

Telp. (0754) 61703, 61007, 62389 Fax (0754) 61107 E-Mail : bpkad@sawahluntokota go.id

Nomor : no/MBLB/PAD/Tahun
Tanggal

SURAT SETORAN PAJAK DAERAH (SSPD)

Jenis Pajak
Wajib Pajak
Alamat

Pekerjaan / Proyek

Menyetor Berdasarkan : DSPTPD DSK Pembetulan

[_|SKPDKB [ ]SK Keberatan
[_]SKPDKB [ JLain- Lain

[ ]stPD
Uang Sebesar : | J
Dengan Huruf
Tanggal Kontrak
Tagihan Pajak Bulan -
Jenis Pembayaran :  ( Tunai/Cek/BG/Transfer )
No. Cek/BG :
Tanggal Cek/Transfer
Sawahlunto,
PENYETOR BANK/PENERIMA
R S ) {sisosrsvipisoramiense )

Lampiran 1 . Untuk Penyetor

Lampiran 2 © Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD Penanggung Jawab

Lampiran 3 - Untuk Bank Penerima

SSPD ini berlaku setelah Cek/BG dapat dicairkan
SPPD ini merupakan bukti pembayaran pajak dan bukan merupakan bukti legalitas usaha.

Penyetoran ke Rekening Kas Pemerintah Daerah Kota Sawahlunto pada Bank Nagari
Cabang Sawahlunto Nomor : 1100.0101.00006-1




B. Bentuk Surat Pemberitahuan Pajak Daerah (SPTPD)

PEMERINTAH KOTA SAWAHLUNTO

&

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

\ e Jalan Soekarno - Hatta No. 3 Sawahlunto Kode Pos 27424
Telp. (0754) 61703, 61007, 62389 Fax (0754) 61107 E-Mail : bpkad@sawahluntokota go.id
Nomer no/MBLB/PAD/Tahun
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH (SPTPD)

Jenis Pajak
Wajib Pajak
Alamat

Pekerjaan / Proyek

Tagihan Pada Harga | igi yual
No. Jenis Material g Volume | satuan Tarif Pajak | Jumlah Pajak
Bulan (Rp)
(Rp)
TOTAL Rp -

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang harus dibayar Rp -

terbilang

DIISI OLEH PETUGAS PENERIMA
DITERIMA TANGGAL
NAMA PETUGAS

TANDA TANGAN :

MENGETAHUI,
SETELAH DIPERIKSA OLEH
PEJABAT OPD PENANGGUNG JAWAB
KEPALA BIDANG PENDAPATAN,

Kepada Waijib Pajak harap menyetorkan kewajibannya ke Rekening Kas Pemerintah Daerah Kota
Sawahlunto pada Bank Nagari Cab. Sawahlunto Nomor : 1100.0101.00006-1

Lembar 1 Untuk Wajib Pajak.

Lembar 2 Untuk Organisasi Perangkat Daerah (OPD) penanggung jawab
Lembar 3 untuk Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



